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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2025/PA.ME

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

secara  elektronik,  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  Cerai  Talak

antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXX,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan

XXXXXXXXX,  Kecamatan  XXXXXXXXX,  Kabupaten

Muara  Enim,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dengan

domisili  elektronik  pada  email:  XXXXXXXXX  sebagai

Pemohon;

Lawan

TERMOHON,  NIK  XXXXXXXXX,  tempat  tanggal  lahir  XXXXXXXXX,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,  bertempat  tinggal  di  Desa  XXXXXXXXXX

Kecamatan  XXXXXXXXX,  Kabupaten  Muara  Enim,

Provinsi  Sumatera  Selatan  (XXXXXXXXX),  sebagai

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang

didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim,
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Nomor 503/Pdt.G/2025/PA.ME, tanggal  20 Mei  2025, dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXX telah dilangsungkan

perkawinan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  yang  dilaksanakan

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Status

perkawinan  Pemohon  berstatus  Jejaka  dan  Termohon  berstatus

Perawan, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  XXXXXXXXXXX,  Kabupaten  XXXXXXXXXXX,

sebagaimana tercatat dalam Kutipan   Buku Nikah No. XXXXXXXXXXX

tertanggal XXXXXXXXXXX; 

2.  Bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan

membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa; 

3.  Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

rumah orang tua Termohon di Kabupaten XXXXXXXXXXX kurang lebih

selama  2  Minggu,  lalu  pindah  kerumah  kontrakan  di  XXXXXXXXXX

kurang lebih selama 3 bulan,  lalu  kemudian Pemohon dan Termohon

berpindah  tempat  tinggal  dirumah  kediaman  Bersama  di  Desa

XXXXXXXXXX  Kecamatan  XXXXXXXXX,  Kabupaten  Muara  Enim

sampai dengan berpisah; 

4.  Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon

telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang Bernama

1. Anak  1,  NIK  XXXXXXXX,  tempat  tanggal  lahir:  XXXXXXXXXXX,

berusia XXXXXXtahun, pendidikan kelas XXXXXXXXX, berada dalam

asuhan Termohon; 

2. Anak 2, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, berusia

XXXXXX  tahun,  pendidikan  XXXXXXXX,  berada  dalam  asuhan

Termohon; 

5.  Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan  harmonis

kurang lebih 3 tahun akan tetapi sejak awal tahun 2011 rumah tangga
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Pemohon  dan  Termohon  dan  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:

I. Termohon tidak bisa menghargai  Pemohon sebagai  kepala rumah

tangga,  yang  mana  setiap  nasehat  Pemohon,  Termohon  selalu

membantah dengan nada tinggu

II. Termohon  tidak  bisa  menghormati  dan  berperilaku  baik  terhadap

orangn tua dan saudara Pemohon

III. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon; 

6.  Bahwa  perselisihan  terakhir  pada  bulan  Oktober  2024,

pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk perhgi Bersama ke

tempat saudara Pemohon yang sedan gada hajata, akan tetapi Teridak

mau dengan alasan sedangn sibuk, atas hal ini  Pemohon menasehati

Termohon agar menjalin komunikasi dan silahturahmi yang baik dengan

keluarga  Pemohon,  namun  mendenngar  hal  tersbut  Termohon  tidak

senang dan marah kepada Pemohon; 

7.  Bahwa atas hal tersebut Pemohon dan Termohon berselish

paham.  Pemohon  sudah  tidak  bisa  menerima  sikap  Termohin  yang

sedari  awal  menikah  sellalu  tidak  mau  silahturahmi  dengan  keluarga

Pemohon, lalu Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon dan pergi

meninggalkan Pemohon; 

8.  Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak

bulan Oktober  2024 sampai  sekarang terhitung kurang lebih 7 bulan 

lamanya; 

9.  Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah  sebagaimana

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus

karena perceraian; 

10.  Bahwa alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut

diatas,  telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  tercantum

dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f)  jo Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi  antara suami dan istri terus menerus
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terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  .  Oleh  karena  itu  sudah  sepatutnya

Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  untuk  dapat  menerima

pengaduan dan mengabulkan permohon cerai talak Pemohon; 

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Muara  Enim  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;  

3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;  

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequoet bono); 

Panggilan secara elektronik

Bahwa oleh karena perkara  a quo didaftarkan secara elektronik maka

Pemohon telah  dipanggil  melalui  domisili  elektroniknya sehingga panggilan

dilakukan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang hadir

secara elektronik,  sedangkan terhadap agenda yang bersifat  non elektronik,

Pemohon datang hadir secara langsung di dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan

melalui  Surat  Tercatat  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas) Nomor

503/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 21 Mei 2025 dan tanggal 11 Juni 2025 tidak

datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa

tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim
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Bahwa selanjutnya dalam agenda sidang yang bersifat non elektronik,

Majelis  Hakim telah  menasihati  Pemohon agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai

dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk

bercerai dengan Termohon;

Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi

karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan

yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan secara Elektronik

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo  didaftarkan  secara

elektronik oleh Pemohon, maka terhadap perkara a quo dilakukan pemeriksaan

secara elektronik kecuali pada agenda yang membutuhkan pemeriksaan yang

tidak dilakukan secara elektronik ;

Pembacaan Permohonan 

Bahwa,  dalam agenda  non  elektronik  dan  dinyatakan  sidang  tertutup

untuk  umum,  Majelis  Hakim  memulai  pemeriksaan  pokok  perkara  dengan

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa oleh  karena  Termohon atau Kuasanya yang sah tidak  pernah

hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah  mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXXXXXXXXXX  yang  aslinya

dikeluarkan  oleh  KUA  XXXXXXXXXXX  Kabupaten  XXXXXXXXXXX

Provinsi Jawa Tengah, tanggal XXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah

di-nazzegelen dengan  meterai  cukup  dan  sesuai  dengan  aslinya  (kode

bukti P.2);

B.  Saksi
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1 Saksi 1,  umur XXXXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan  swasta,  pendidikan  SLTA,  bertempat  tinggal  di  Desa

XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

 Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah teman dekat Pemohon;

 Bahwa  saksi  tahu  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah

suami istri yang sah;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami

istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

berada dalam asuhan Termohon;

 Bahwa setelah  menikah Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal  bersama  di  rumah  kediaman  Bersama  di  Desa

XXXXXXXXXX sampai akhirnya berpisah;

 Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah

tangga  mereka  mulai  goyah  antara  Pemohon  dan  Termohon

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar;

 Bahwa  penyebab  Pemohon  dan  Termohon  berselisih  dan

bertengkar  dikarenakan  Termohon  sering  keluar  rumah tanpa

sepengetahuan Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

selama  kurang  lebih  7  bulan  dan  sudah  tidak  pernah

menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

 Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk

tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun

tidak berhasil.

2 Saksi 2, umur XXXXXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan  Swasta,  pendidikan  SLTA,  bertempat  tinggal  di  Desa
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XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Muara  Enim,  di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

 Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah teman dekat Pemohon;

 Bahwa  saksi  tahu  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah

suami istri yang sah;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami

istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

berada dalam asuhan Termohon;

 Bahwa setelah  menikah Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal  bersama  di  rumah  kediaman  Bersama  di  Desa

XXXXXXXXXX sampai akhirnya berpisah;

 Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah

tangga  mereka  mulai  goyah  antara  Pemohon  dan  Termohon

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar lewat telpon ketika Pemohon menelpon Termohon;

 Bahwa  penyebab  Pemohon  dan  Termohon  berselisih  dan

bertengkar  dikarenakan  Termohon  sering  keluar  rumah tanpa

sepengetahuan Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

selama  kurang  lebih  7  bulan  dan  sudah  tidak  pernah

menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

 Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk

tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun

tidak berhasil.

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  a  quo,  Pemohon  menyatakan

menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan
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kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Termohon tidak dapat

diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap  ingin  bercerai  dengan  Termohon  dan  mohon  agar  Majelis  Hakim

menjatuhkan putusannya;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Panggilan secara elektronik

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo didaftarkan  secara

elektronik,  maka  panggilan  kepada  Pemohon  dilakukan  secara  elektronik

melalui domisili elektronik (email), sedangkan Termohon melalui surat Tercatat,

sebagaimana telah sesuai sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah

Agung  RI  nomor  3  tahun  2018  jo  1  tahun  2019  jo  7  tahun  2022  tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  panggilan  tersebut  telah

memenuhi  unsur  materil  dan  formil  panggilan  sidang  sebagaimana  di  atur

dalam  pasal  146  R.Bg,  pasal  26  angka  1  sampai  5  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 141 Kompilasi Hukum Islam;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang,  bahwa  Pemohon  datang  menghadap  di  persidangan

sedangkan ternyata  Termohon tidak  datang menghadap di  persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  Nomor

503/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 21 Mei 2025 dan tanggal 11 Juni 2025 yang

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
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ternyata  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  bukan  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Legal Standing

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  dan  Termohon  terikat

perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti yang

diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak

yang berhak dan berkepentingan (persona standi in judicio) harus dinyatakan

mempunyai  legal  standing dalam perkara  ini,  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum Islam  yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan

dengan Akta Nikah;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pokok  sengketa  dalam  perkara  ini

adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara

agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya,

maka  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  dan  relaas  panggilan

Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal  di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan

Agama  Muara  Enim,  maka  secara  relatif  perkara  ini  juga  merupakan

kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikannya (vide Pasal  66  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama  juncto Pasal  132 ayat  (1) Kompilasi  Hukum

Islam);
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Pemeriksaan secara Elektronik

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo  didaftarkan  secara

elektronik oleh Pemohon. Maka terhadap perkara a quo sebagaiamana di atur

dalam pasal 20 PERMA No 7 tahun 2022 tentang Administrasi  Perkara dan

Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo

dalam agenda selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan  (SIP),  kecuali  perihal  agenda  yang  harus  dilakukan  secara  non

elektronik;

Pemeriksaan Secara Verstek

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg.,

patut  dinyatakan  Termohon  tidak  hadir  ke  persidangan  dan  perkara  a  quo

diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Termohon;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Pemohon,  Majelis  Hakim

tidak dapat mendamaikan kedua pihak beperkara, quod est Pasal 154 ayat (1)

RBg., juncto Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Namun,

Majelis  Hakim  telah  dengan  berusaha  menasihati  Pemohon  agar  tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan,

meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat

dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya  rukun-rukun  saja,  namun  saat  ini

sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan
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Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di

atas;

Formil Permohonan

Menimbang,  bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat

unsur-unsur  yang harus  ada  dalam suatu  permohonan,  melingkupi  identitas

para  pihak,  posita  dan  petitum.  Sementara  alasan  perceraian  yang

dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan

dan pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2)

poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juncto Pasal  19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi

syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawaban Termohon

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga  jawaban  Termohon  tidak  dapat  didengar,  sehingga  secara  yuridis

formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-

hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini

telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Imam Abu Bakar Ibnu Arabi

dalam Kitab Ahkamul Qur’an li ibni al Arabi al Ilmiyah Juz III halaman 407 yang

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

: قاَلَ     -     -  وسََلمََ علَيَهِْ اللهَُ صَلىَ اللهَِ رَسُولَ أنََ الحَْسَنِ عنَْ

ولََ«           ظاَلمٌِ، يجُِبْفهَوَُ فلَمَْ المُْسْلمِِينَ مِنْ ٍ حَاكمِ إلىَ دعُِيَ مَنْ

لهَُ  .«حَقَ

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak

menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Tahap Konstatir 

(Analisis Pembuktian) 
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Menimbang,  bahwa meskipun perkara  a quo diperiksa secara verstek

tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara perceraian yang diperiksa

secara  verstek  hanya  dapat  dikabulkan  apabila  memiliki  dasar  dan  alasan

hukum  juncto SEMA Nomor  3  Tahun  2015  angka  3  pada  rumusan  kamar

agama “pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus

melalui  proses  pembuktian”  dan  guna  menghindari  penyelundupan  hukum

dalam  perkara  a  quo, Majelis  Hakim  tetap  memberikan  beban  pembuktian

kepada  Pemohon,  (vide  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan);

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  permohonan,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P  yang  diajukan  Pemohon  berupa

fotokopi  kutipan akta nikah,  alat  bukti  tersebut  telah bermaterai  cukup serta

telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301

ayat (1) dan (2) RBg., juncto pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas

dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai

tempel  dokumen  Rp10.000,00  (sepuluh  ribu  rupiah),  maka  Majelis  Hakim

menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg.,

juncto pasal  1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai  akta otentik yang

dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata  sesuai,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  serta

mempunyai  kekuatan  yang  sempurna  dan  mengikat,  oleh  karenanya  harus

dinyatakan terbukti  antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri  yang

sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan

175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang
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dilarang  memberikan  kesaksian,  disumpah  terlebih  dahulu  lalu  memberikan

keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta  telah

memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat

(1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa

yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya,

bukan  merupakan  pendapat  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  saling

bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat

diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Tahap Kualifisir

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

sah sejak tanggal XXXXXXXXXXX;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan

sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon

sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal

selama kurang lebih  7  bulan dan sampai  sekarang tidak  pernah tinggal

bersama  lagi,  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  saling

menjalankan kewajibannya masing-masing;

4. Bahwa  sudah  ada  upaya  maksimal  dari  keluarga  untuk  merukunkan

Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil; 

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage

breakdown) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (onheel

baar tweespalt).

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  tersebut,  oleh  karena  petitum

tersebut  berkaitan  dengan  petitum  yang  lain,  maka  Majelis  Hakim  akan
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pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan

petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan  Agama  Muara  Enim  setelah  keputusan  ini  mempunyai

kekuatan hukum tetap)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok  memberi  izin kepada

Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu  raj’i terhadap Termohon

(TERMOHON) di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Muara  Enim  setelah

keputusan  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, Majelis  Hakim  memberi

pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar’i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara

Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil

syar’i, sebagai berikut:

1.  Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

 وجََعلََ إلِيَهْاَ لتِسَْكنُوُا أزَْواَجًا أنَفُْسِكمُْ مِنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتهِِ ومَِنْ

ٍ لَياَتٍ ذلَكَِ فيِ إنَِ ورََحْمَةً مَودَةًَ بيَنْكَمُْ يتَفَكَرَُونَ لقَِومْ

Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan

ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling

mencintai  (mawaddah)  dan  menyayangi  (rahmah),  saling  menjalankan

kewajiban  masing-masing,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  berubah  menjadi  tempat  yang  tidak  lagi

memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan

secara  terus  menerus  sehingga  tujuan pernikahan untuk  membina keluarga

sakinah,  mawadah  dan rahmah sebagaimana  dimaksud  dalam Q.S ar-Rum

ayat 21 telah tidak terwujud;
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1. Q.S. Al-Baqarah ayat 227 :

عزََمُوا  َٱ ٱوإَنِْ فإَنَِ  ٰلطلَ علَيِمٌ  ٱقَ سَمِيعٌ للهََ

Artinya :  ”Dan jika mereka berketetapan hati  hendak menceraikan, maka

sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

1.   Bahwa  mempertahankan  kondisi  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar

daripada manfaatnya, sedangkan menolak  mafsadat lebih utama daripada

mengharap  maslahat, sesuai  dengan  Qaidah  Fiqhiyah  dalam  kitab  Al

Qawaidah al Fiqhiyah wa at Tawjih Juz 12 halaman 1 yang disusun oleh

Imam Muhamad Hasan Abdul Ghofar ;

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada

mengambil kebaikan.”

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa atau rumah tangga yang sakinah,  mawaddah, dan rahmah, (vide Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juncto Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  untuk  mewujudkan  tujuan  pernikahan,  atas

kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai

tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara

pasangan suami istri  tersebut,  quod est Pasal  32 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  379/K/AG/1995,  tanggal  26  Maret  1997,  yang

kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim,  menyatakan bahwa
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“Suami  istri  yang tidak  berdiam serumah lagi  dan tidak  ada harapan untuk

hidup  rukun  kembali,  maka  rumah  tangga  tersebut  telah  terbukti  retak  dan

pecah  dan  telah  memenuhi  alasan  cerai  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian

diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim,  menyatakan  bahwa  “Perkara

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

diikuti  dengan  telah  berpisah  tempat  tinggal  paling  singkat  6  (enam)  bulan

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  534  K/Pdt/1996,  tanggal  18  Juni  1996,  yang

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “Bahwa

dalam  hal  perceraian  tidak  perlu  dilihat  siapa  penyebab  percekcokan  atau

karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

adalah  perkawinan  itu  sendiri,  apakah  perkawinan  itu  masih  dapat

dipertahankan  atau  tidak,  karena  jika  hati  kedua  pihak  sudah  pecah  maka

perkawinan  itu  sendiri  sudah  pecah  maka  tidak  mungkin  dipersatukan  lagi,

meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh,

apabila  perkawinan itu  tetap  dipertahankan maka pihak yang menginginkan

perkawinan pecah,  tetap  akan berbuat  yang tidak  baik  agar  perkawinan itu

tetap pecah.”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  yuridis  di  atas,  jelas

bahwa  guna  mewujudkan  keluarga  yang  kekal  dan  abadi  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, in casu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah

diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama

karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan

masing-masing  atau  salah  satu  pasangan  tidak  menjalankan  kewajibannya

secara  terus  menerus,  tentu  hal  demikian  menunjukkan  bahwa  hubungan

pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (broken marriage);
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Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum di  atas,  ternyata antara

Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus  karena  Termohon  sering  keluar  rumah  tanpa  sepengetahuan

Pemohon  sehingga  berakibat  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat

tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan sampai sekarang tidak pernah tinggal

bersama  lagi,  dan  alasan  perceraian  tersebut  telah  diuji  dan  dibuktikan  di

hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan

kedua  pasangan  suami  istri  tersebut  sehingga  berdasarkan  pertimbangan

yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang

diajukan oleh Pemohon; 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian

hanya  dapat  terjadi  di  hadapan  sidang  pengadilan  (vide Pasal  39  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal  115

Kompilasi  Hukum  Islam)  dan  memenuhi  alasan-alasan  perceraian  yang

dibenarkan hukum positif  perkawinan di Indonesia dan diantaranya quod est

Pasal  39  ayat  (2)  beserta  penjelasannya poin  (f)  Undang-Undang Nomor  1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “Antara

suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  138K/AG/1995,  tanggal  26  Juli  1996,  yang

kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim,  menyatakan bahwa

“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun

1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan

oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar’i dan yuridis, maka Majelis Hakim
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berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan

Agama Muara Enim setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  berdasarkan  fakta  hukum,  Pemohon

dengan Termohon selama ini  masih  tetap  terikat  tali  pernikahan  dan belum

pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon;

Berdasarkan  fakta,  pertimbangan  dan  alasan  hukum  di  atas,  Majelis

Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk

mengajukan perkara a quo;

2. Dalil  permohonan  Pemohon  terbukti  dan  beralasan  hukum,

sehingga  menjawab  petitum-petitum  permohonan  Pemohon,

permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan

ketentuan Pasal  70 ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara a

quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan memanggil pihak

suami dan istri;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang,  bahwa  menjawab  petitum permohonan  Pemohon  poin  3

(tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara  a quo  masuk bidang

perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Pertimbangan Penutup

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perUndang-Undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada Pemohon  (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i terhadap Termohon (TERMOHON)  di  depan sidang Pengadilan

Agama Muara Enim;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp208.800,00 (dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian, kemudian sidang di skors untuk kemudian diputuskan dalam

rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  22  Dzulhijjah  1446  Hijriah,  oleh  H.  Mohamad

Mu'min, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H.,

dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan

secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Paulina Devi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

secara elektronik tanpa hadirnya Termohon, dan putusan tersebut telah dikirim

secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan serta melalui surat tercatat

bagi Termohon;

Ketua Majelis

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H. Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Paulina Devi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp  30.000,00

2. Biaya proses Rp  100.000,00

3. Biaya panggilan Rp  38.800,00

4. Biaya PNBP Rp  20.000,00

5. Biaya redaksi Rp  10.000,00

1. Biaya materai              Rp  10.000,00  

Jumlah Rp  208.800,00

(dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
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